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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA
TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN
PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI;

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat
Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Minyak dan
Gas Bumi

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No.
7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); PP No.
79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173), Keppres Rl No. 56/P Tahun 2010;

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung Kantor Pusat dapat dikembalikan
dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan
Pajak Penghasilan Kontraktor sesuai dengan persayaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini.

Besaran pengeluaran alokasi biaya tidak langsung Kantor Pusat ditetapkan paling tinggi 2% (dua
persen) dari jumlah pengeluaran Biaya Modal dan Biaya Bukan Modal selama masa Eksplorasi di
wilayah kerja Kontraktor di Indonesia atau paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah pengeluaran
Biaya Modal dan Biaya Bukan Modal pada tahun yang bersangkutan selama masa Eksploitasi di
wilayah kerja Kontraktor di Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.
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